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Soal Jebolnya "Parryengker" TfC

DewanDesak Pemkab
Evaluasi Kine rja Rek anan

Bangli (Bali Post) -
Jebolnya tembok pany-

engker kantor tourlit In-
formation Center (TIC) di
Kintamani, menuai sorotan
anggo.ta DPR_D Bangli. Ang_
gota dewan. Made Sudiasi,
Rabu (24l1),kemarih, sangat
menyayangkan peristiwa itu
mengingat tembok tersebut
baru seumur jagung, Dia
pun meminta Pemkab Ban_gli mengevaluasi kinerja
reKanan penggarap proyek
tersebut.

Ntenurut Sudiasa, dalam
proses pembangunannya,
Disparb ud Ba n gliiemesunya
melakr.rkan perencanaan din
pengawasan dengan baik se-
hingga hasiln.r.a bisa sesuai
yang diharapkan. Jangan
sampai proyek pemelintah
kualitasnya rendah.

Sudiasa meminta Dis-
parbud melakukan evalu-
asi sekaligus memberikan
peringatan terhadap re-
Kanan yang mengerjakan
proyek TIC. Hal itu perlu
dilakukan agar ke depannya
pihak rekanan di Bangli biia
melgerjakan proyek dengan
baik. "Ini harus menladi
evaluasi dari Pemerintah
Daerah. Bahwa dalam rang-
ka pembangunan. apapun
agar drrencanakan dengan
matang." terangnya.

Di sisi lain, lokasi TIC tak

l-uput dari kritikannya. Su-
diasa mempertanyakan ala-
san Disparbud mendirikan
TIC di tengah pasar Sinsa-
m_a_nda wa. Menurutnl:a.
TlC .semestinya didirikan
dl lokasl yang ramai dikun_
;ungr wrsatawan. ,'Kalau di
tengah pasar seperti seka-
rang,-srapa wisatawan yang
mau ke sana?" katanya.
_ Menurut Sudiasa, sebe_
lum mendirikan TIC. Dis_parbud seharusnya mem-
punyar perencanaan yang
rnatang dalam hal menen_
lg\"1. lokasi yang repar.
TI,C idealnya didiiika; di
t,95a.l wrsata yang ramai
ork.unJungl wrsatawan sep_
erti di Penelokan atau Desa
Wisata Penglipuran. Den_
gan demikian. wisatawan
I'ang berkunjung ke tempat
wisata itu bisa sekaligus
mendapat informasi tamla-
han mengenai keberadaan
lenpat wisata lainnya di
Bangli melalui TIC.

"Jangan asal-asalan. Ka_
lau TIC hanya sebagai sim-
b_o. saJa. ya di Metra. Desa
Yangapi juea bisa dibangun.
Agar proyeknya bisa s6ka_
dar jalan," jelasnya.
, Jla Juga meminta agardai
lau pengoperasian TIC nanti
Diqarbud rutin melakukan
evaluasi, salah satunl€. terkait
berapa jumlah wisatawan

yang dilayani. "Jangan sam-
pai TIC yang berada di dalam
areal pasar hanya di-kunjungi
lalat," imbuhnya.

Tembok panyengkerkan-

tor TIC jebol pada Minggu
(21l1) lalu. Tembok tersebut
baru rampung digarap pada
November 2016. Tembok
yang jebol menimpa se-

jumlah lapak pedagang di
bawahnya. Hingga saat ini,
bangunan TIC belum di-
fungsikan karena belum dis-
erahterimakan. (kmb40)
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Kasus OTT di Dfnas PMPTSP G

inilah yang memiliki inisiatif
melakukan pungli dalam pener-
bitan ijin yang akhirnya ditang-
kap melalui OTT Dit Reskrimsus
Polda Bali.

"Tadi dalam putusan tidak
disebutkan," ujar JPU. 0TT yang
dilakukan Satgas Counter Trans-
national and Organized Crime
(CTOC) Subdit lll Tipikor Di-

Usai mendengar
putusan, terdakwa

langsung
menyatakan

Wayan Sukanila menyatakan ter-
dakwa Sukarja terbukti bersalah
menerima hadiah atau ianji yang
diberikan karena kekuasaan atau :

kewenangan yang berhubungan
dengan jabatannya. Atau yang 

,

menurut pikiran orang yang l

memberikan hadiah atau janji
tersebut ada hubungan dengan
jabatannya. Sebagaimana da-
kwaan subsider Pasal 11 UU
Tipikor.

Setelah mempertimbangkan
hal memberatkan dan merin-
gankan, majelis hakim mem-
bacakan putusan. "Menjatuhkan
pidana penjara selama satu
tahun dikurangi masa penah-
anan. Ditambah denda Rp 50 juta
subsider tiga bulan kurungan,"
tegas majelis hakim dalam pu-
tusannya.

Usai mendengar putusan,
terdakwa langsung menyatakan
menerima putusan. Semen-
tara Jaksa Penuntut Umum (JPU)
Wayan Suardi dkk menyatakan
pikir-pikir. Apalagi putusan ini
masih di bawah tuntutan JPU,
yaitu 14 bulan atau 1 tahun 2

menerima putusan.
Sementara Jaksa
Penuntut Umum

(JPU) Wayan Suardi
dkk menyatakan

pikir.ipikir.
DENPASAR, NusaBali

Kabid Perijinan dan \onperi-
jinan B DPMPTSP (Dinals Pena-
naman Modal dan Pelhvanan
Terpadu Satu Pintu) Ci[iryar, t
Nyoman Sukarja yang rirenjadi
terdakwa kasus OTT (Qperasi
Tangkap Tangan) dijatulii huku-
man 1 tahun penjara olelr]majelis
hakim Pengadilan Tipikpr Den-
pasa4 Rabu (24/1,). 

I

Dalam putusan yang diba-
cakan majelis hakim pilnpinan

.b

TFffDAIWA, I Nyoman Sukarja saat disiring petusas *"i"', o'r"iil'#?Xi'"'J
sidang Pengadilan Tipikor Denpasar. Rabu (2411|r.

bulan penjara. "Kami pikir-pikia"
ujar f PU.

Terkait status Kadis Periiinan,
Murdana yang juga menjadi ter-
sangka dalam perkara ini, JPU
mengatakan belum mengeta-
huinya, Namun dalam putusan ti-
dak disebutkan terkait tersangka
Murdana ini. Meskipun dalam
sidang terungkap jika Murdana

treskrimsus Polda Bali ini send-
iri berdasarkan laporan dugaan
pungli terkait pengurusan Tanda
Daftar Usaha Pariwisata (TDUpl
Nomor 503 / 065 /DPMPTSP/
PW/2077, milik I Putu Suasra
yang diajukan oleh Dewa Nyo-
man Oka Trisandi, ke Kantor
.Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Gianyar; Senin tang-
gal t2 luni 20L7.

Setelah mendapat laporan
tersebut, Tim Satgas CTOC di
bawah komando Wadir Reskrim-
sus, AKBP Ruddi Setiawan
langsung melakukan penyeli-
dikan. Saat dilakukan serah
terima pungli, petugas langsung
melakukan OTT di ruang Kabid
Perijinan B itu, I Nyoman Sukarja,
Kantor Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu
Atap Pemkab Gianyar. Tirn men-
emukan beberapa balang bukti
di antaranya uang tunai Rp 14.
450.000. Hasil pengembangan,
penyidik menetapkan Kadis
DPPMPSP Gianyar, I Ketut Mur-
dana sebagai otak pungli. -* rez
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Dugaan KorupsiApBDes

MantanPerbekel
Dihukum 15 Bulan
Denpasar @ali Post) -
- I4ajels hakin pinpinarl I Wayan Sukanila akhirnya meng-h"k"+ I Made nai SuUaarra r"L-.,"t"frurrliea bulan ata,,h"k"+ I Made nai S,iUaq.ra *"L-","t"frrolga Uutan atau
11,|,*T 9!p sidans $iPengadilaa np*o"-riJ"pasar, Rabu(241r) matamkemariri Mg"E"" p";t;k"i M"-rs;;;" iru jG;
dihukum membayar denda Rp fOO i"tu ."i.Ta"r satu bulan

tiga bulan atau

100 juta subsider satu bulan

,yglJ:: r*:k1rry$g*ys :l*.^Isryp$ ApBD.es yans

Terdakwa bersalah melangga" pasai3 i"T"."tr8 lItJ*N6.g'i

menlsikan nesara triirgga np r.zzz.Oe isss,ddiiri:"s.-d;irfi,;

^-:_Tl,g"t,d""S,Rp 
100 juta s3bsi{er tiga bulan kuungan.

rero.aKwa bersalah melanggar pasal B jo pasal 1g tru No.Sf
f{ry.tsso tentang p"-i??""L."" iiiral iiar"a Korupsi,
:gb:q*lana 1^an-g telah diubah dan ditambah dengan iru:,"! :H*T" n" 

;,^1"g i "ro 
n at"Uur, 

-J." 
Jit"," f uil au., g, n

No.zu'I'alrun 2001 tentang perubaharf atas tIU No.gi Tar\o.zu ranun zwt t€ntang perubahan atas tIU No.31 Tahun
1999.tentang T1r_{91jo Paial SS ayat 1 ke r ftnfpia.ro i"1 KUHPidana jo
Pasal64 ayat t fUHf'.

^^Plii ryrhq ini tiga orans {r?jukanEq 
pengaditan Tipikor

r.renpasar. Ierdakwa lainnya adalah Ni Wayan Nestri selaku
IGurKeuangan. ta masih menjaffi;; #;fu""s"" dengan
acengS 1l_enqbuktian di pengaditan i\pikor-Denpasar. Semen-di Pengadilan'i\pikoi Denpasir. Sem"en-

tyrl sgJa-ku. s$f Replarrlq Kaur Keungan
Desa.Me-ngwitanisud.abdi;" j"Gr:r"th*o];'h#;fi1i:;
dan dipidana penjara selama empat tahun.

Kabid Perizinan

^. 
Sementara itu, Kabid?erizinan dan Non-perizinan (B) diDinas Penanaman Modal.dan pelayanan F;"i;rr"" terpiau

Satu Pintu (PI\{PPTS?) Kabupaten d*"y*. iNyo*an Sukaria
(our. olen maJels hakrm pimpirnn I Wayan Sukafla divonis
,.-"^l{T Jq"jara.,karena ter6ukti melakutu" iina"l piar""
Korupsl. la Juga drkenakan hukuman denda Rp b0 juta, .rrb.ia".
uma Dulan kurungan.

, |*ulu diJerat dengan pasal 11 UU RI No.31 Tahun 1999rentang Pem berantasrlTT$+ pida4a Korupsi sebaga i _ s1x1telah diubah dengan UU_ RI No.20 Tahun i-Obr tenturrs pu_

$bqhg" atas UU-No.gf lahun fS99 t""td"plmb"rantasun
Ipd4l4g"a Korupsi. Terdakwa aita"?t"i p"fr"i di Ka;;;
Dinas PMPPTSP Gianyar dalam OTT. 

--o--r r"
. Ia diduga melakukanqeqerasan dalam peng:urusanperpan_
jangan surat izin Tanda Daftar Usaha p#wis?L Ctftj-d";Tanda Daftar Perusahaan (ID1) Utresknmsus iroia^-S"li j"g;
ygletapkan KepalaDinas pNIppISp Gianyar t X"t"t U"t"i.(-1& sebagai tersangka. (kmbg7)
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fak lkut Program Pemerintah

EnamtPDHihAudit
Mandiri

Mangupura (Bali Post) -
Enlni Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kabupaten Badung memilih untuk

melakukan audit secara mandari. Padahal pemerintah setempat telah menyiap-
kan anggaran miliaran rupiah untuk melakukan audit terhadap 122 LPD yang
ada di Gumi Keris.

Kabag Perekonomian Set-
da Badung A.A. Sagung Ro-
syawati mengakui jika enam
LPD di Badung melakukan
audit secara mandiri. Pi-
haknya telah menerima
dukomen pendukung terha-
dap LPD yang telah melaku-
kan audit secara mendiri.
"Kami justru mendukung
langkah itu (audit mandiri-
red), karena memang kami
berharap LPD melakukan
audit secara mandiri," ujar
Sagung Rosyawati, Kamis
(2511) kemarin.

Menurut Sagung Rosy-
awati, enam LPD yang telah
melakukan audit mandiri
telah tercatat dalam program
audit LPD tahun 2017. Pelak-
sanaan audit LPD di 2017
meliputi 91 LPD, namunyang
terealisasi sebanyak 85 LPD,
karena enam di antaranya
telah diaudit oleh auditor
independen lain. Audit dibagi
tiga, yaitu audit LPD di Ke-
camatan Kuta Selatan dan

Mengwi dengan jumlah biaya
sebesar Rp 1 miliar lebih, di
Kecamatan Kuta Utara dan
Petang dengan biaya Rp 860
juta, di Kecamatan Kuta dan
Abiansemal dengan biraya Rp
1 miliar lebih. "IJntuk audit
di tahun 2018 akandilakukan
terhadap 3l LPD. Rinciannya,
lima LPD di Abiansemal, 10
LPD di Mengwi, satu LPD
di Kuta Utara, empat LPD
di Kuta, lima LPD di Kuta
Selatan dan dan LPD di Pet-
ang dengan anggaran Rp 1,2
miliar," jelasnya.

Dalam rangka mengopti-
malkan pengawasan internal,
pada awal 2018 di Bagian
Perekonomian juga melak-
sanakan kegiatan pelatihan
pengawas/panureksa terha-
dap 122 LPD yang akan di-
laksanakan April mendatang.

Di sisi lain, Wakil Bu-
pati Badung Ketut Suiasa
mengatakan, LPD sebagai
lembaga keuangan desa yang
mampunyai karakteristik

datam Pasal 20 aYat (1) Perda

Fi"i'i"Iie.ti NoI'' or 3 Tahun
'zoi zl-iPo wajib dilakukan-""aii .ut" kali dalam satu

iJi""l s"t"njutnYa dalam
oasal 21 disebutkan' Pemer-,

intah Provinsi dan kabuPareru

il"i? a'"p"t membiaYai Pembi-
naan umum dan-Pengawasan
?iiiiti r,Pn melilui APBD'"

khusus yang berbeda dengan
lembaga keuangan lainnya.
Maka dalam operasionalnya
dilakukan pembinaan dan
pengawasan. HaI ini bertu-
juan untuk'neningkatkan
kinerja LPD, sehingga dapat
berkembang dengan baik.
Pembinaan yang dilakukan
berupa pembinaan umum
dan teknis. "Sedangkan pen-
gawasan dilakukan dengan
reuiew, evaluasi, pemerik-
saan dan audit keuangan
LPD Jebagaim44q dialsr-

baik. Semua LPD Yal-g +i-
audit mendaPat oPini.Wajar
iuttpu Pengecualian (WTP)'
serti Waiar Dengan Pengec-
ualian tWnPl dan tidak ada

u"ts -".td^Pat oPini Tidak
Wul"t (TW). Ini sebagai wu-
iud tomitmen Pemerintah
ikut berkewajiban dan ber-
tanggung jawab terhadaP
p""fJmbi"-gan dan Perjala-
'nan peneelolaan LPD di se-

Iuruh desa adat di Badung'
"Kami memPunYai komitmen
knat dan sungguh-sungguh
untuk menjadikan LPD Y'ang
sehat, maju dan memberikan
kontribusi Positif serta asas

manfaat buht PercePatan ke-

sejahteraan dan PemberdaY.-
uJtt -u.Y"t"kat desa adat,"
terangnya.

Un1u'k audit LPD di tahun
2018, WabuP Suiasa berharaP
nartisiPasi dari LPD agar
'menyiaPkan data Pendukung
berupa laPoran keuangan
t"n"" 201-6 dan 2017 demi

n"ppTlili; 
asal Pecatu' Kuta

s"i";;;;i mens,l\ui hasil
;;dfibD;"hg zotz cukuq

kelancaran Pelaksanaan au-
dit. Su-"ttfara hasil audit
vans diserahkan ini agar
meniapat Perhatian dan tin-
dak lanjut dari Pengawas
dan pengurus LPD masrng-
masing. (kmb27)


